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Nomor SOP W4.U7/02/SOP/PTSP.HK/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021

85 U1 Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif

- ; ite: pn- kil . QO [
email: pri_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id |-m—rm

SOP PTSP PERMOHONAN WAARMAKING SURAT-SURAT

Dasar Hukum: Keterkaitan:

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 1. SOP Kepaniteraan Hukum
Elektronik;

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan

3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud

4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas

5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai

6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:

7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinty;
9.  SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | Peralatan/Perlengkapan:

I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 1.  Komputer/Laptop
Pengadilan 2. Printer

10. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIIII2007 tentang Memberlakukan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 4. Buku Agenda Surat Masuk

Lingkungan Badan-Badan Peradilan
11. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan | Pencatatan dan Pendataan:

Informasi di Pengadilan; 1. Berkas Surat Masuk

12. SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan 2. Buku Register Permohonan waarmaking surat-
Peradilan; surat

13. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan

2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP | Kasir | Kepaniteraan ,'::ﬂ“"ef’:;a’; ! | Waktu | Output
(Hukum) Hukum gkap

1 | Menerima surat - Disposisi surat | 3 Diterimanya
Permohonan ( \a masuk menit | surat oleh
waarmaking surat-surat — - Buku Agenda Loket Hukum

2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 7 Kelengkapan
kelengkapan v kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan :I 4 berkas berkas
Permohonan
waarmaking surat-surat

3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 3 Berkas
Permohonan <\ kelengkapan menit | dinyatakan
waarmaking surat-surat i berkas lengkap
i |
lengkapi/tidak lengkap

4 | Meneruskan surat - Surat 2 Disposisi
Permohonan Permohonan menit | berkas
waarmaking surat-surat > - Kelengkapan dilaksanakan
ke Back Office Lengkap berkas
Kepaniteraan Hukum




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan geﬂrrse{‘ar::;an / Waktu Qutput
(Hukum) Hukum s gRapan
5 | Pembuatan dokumen/ - Dokumen/ 35 Membuat
surat pengesahan, dan surat Menit | dokumen
penandatangan waarmaking waarmaking
dokumen surat-surat surat-surat
6 | Menghitung Biaya PNBP - Biaya PNBP 3 Nominal
Permohonan I__'L Menit | PNBP yang
waarmaking surat-surat | harus dibayar
7 | Pemohon membayar - Form/Bukti 2 Dibayarnya
Biaya PN BP Pembayaran Menit | PNBP oleh
| PNBP pemohon
8 | Menyerahkan surat - Dokumen/ 5 Tersimpan
pengesahan surat Menit | nya arsip dan
Permohonan ( Je waarmaking penyerahan
waarmaking surat-surat surat-surat waarmaking
kepada pemochon surat-surat
kepada
pemohon




Nomor SOP W4.U7/03/SOP/PTSP.HK/2/2021

1 Maret 2018

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan

2 KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1—
y Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif ZfF * ari 2021
il: ; ite: pn- i .go.id -
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.i Disahkan Oleh PENGADILAN NEGERI

DAN PERDATA.

Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 1. SOP Kepaniteraan Hukum
Elektronik;
2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan
3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. 81 Semua Jurusan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | Peralatan/Perlengkapan:
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 1.  Komputer/Laptop
Pengadilan 2. Printer
10. SK KMA No. 145/KMA/SKAVII2007 tentang Memberlakukan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 4. Buku Agenda Surat Masuk

Lingkungan Badan-Badan Peradilan

11. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;

12. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

13. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pencatatan dan Pendataan:

1. Berkas Surat Masuk

2. Buku Register Permohonan Surat Keterangan
Tidak Tersangkut Perkara Pidana Dan Perdata.

Estimasi Waktu Pelayanan
1. 45 Menit untuk satu dokumen pelayanan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP | Kepaniteraan ;:ﬂ"seff’:;ag ; Waktu |  Output
{(Hukum) Hukum grap
1 | Menerima surat - Disposisi surat 3 Diterimanya
Permohonan Surat ( A masuk menit | diterimanya
Keterangan Tidak — - Buku Agenda surat oleh
Tersangkut Perkara Loket Hukum
Pidana Dan Perdata
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 7 Kelengkapan
kelengkapan v kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan dokumen I::] a berkas berkas
Permohonan Surat
Keterangan
3 | Persyaratan dokumen y - Checklist 2 Berkas Jika
Permohonan kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
Permohonan Surat i berkas lengkap tidak lengkap,
Keterangan dinyatakan Lengkap harus
lengkap/tidak lengkap L dilengkapi




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan gz}z‘:‘ r:;ar;:; Waktu Output
(Hukum) Hukum gkap
4 | Entri data Permohonan - Surat Permohonan | 10 Cetak Surat
Surat Keterangan - Kelengkapan menit | Keterangan
kedalam aplikasi PTSP berkas
dan cetak Surat
Keterangan
5 | Meneruskan Dokumen - Dokumen/ Surat 20 Surat
Surat Keterangan ke Keterangan Menit | Keterangan
Back Office di tanda
Kepaniteraan Hukum tangani
untuk dilakukan paraf -I,I_ |
dan penandatanganan
6 | Menyerahkan dokumen/ - dokumen/ Surat 3 Tersimpan
Surat Keterangan D < Keterangan Menit nya arsip dan
kepada pemohon penyerahan
dokumen
pengesahan
kepada
pemohon




Nomor SOP W4.U7/04/SOP/PTSP.HK/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

KELAS IB Tal. Revisi 19 Februari 2021
‘&) JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke e /‘
/ Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 [ Tql. Efextif 22 fFe r’.xari 2021
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahkan Oleh m = BN NEGER]

NANG KELAS IB

R IDIA S.H., M.H.
NIP.%97203 99603 2 002

SOP PTSP SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN UNTUK MELAKSANAKAI}'PENELITIAN DAN RISET.

Dasar Hukum: Keterkaitan:

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 1. SOP Kepaniteraan Hukum
Elektronik;

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan

3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud

4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas

5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai

6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:

7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. 81 Semua Jurusan

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. SKKMA No. 032/KMA/SK/IVI2006 tentang Pemberlakuan Buku | Peralatan/Perlengkapan:

| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 1. Komputer/Laptop
Pengadilan 2. Printer

10. SK KMA No. 145/KMA/SKNVIII/2007 tentang Memberlakukan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 4. Buku Agenda Surat Masuk

Lingkungan Badan-Badan Peradilan
11. SK KMA No. 1-144/KMAJI/2011 tentang Pedoman Pelayanan | Pencatatan dan Pendataan:

Informasi di Pengadilan; 1. Berkas Surat Masuk

12. SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan 2. Buku Register Permohonan Surat Izin Untuk
Peradilan; Melaksanakan Penelitian Dan Riset

13. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 45 Menit untuk satu dokumen pelayanan

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan g erlsyar:tar;:: Waktu Output
(Hukum) Hukum orengnap
1 | Menerima surat - Disposisi surat 3 Diterimanya
Permohonan Surat Izin C—\‘ masuk menit | diterimanya
Untuk Melaksanakan — - Buku Agenda surat oleh
Penelitian Dan Riset Loket Hukum
2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 7 Kelengkapan
kelengkapan v kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan dokumen ':| berkas berkas
Permohonan Surat Izin 4
Untuk Melaksanakan
Penelitian Dan Riset
3 | Persyaratan dokumen Y - Checklist 2 Berkas Jika
Permohonan kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
Permohonan Surat —— berkas lengkap tidak
Keterangan dinyatakan Lanokis lengkap,
lengkap/tidak lengkap Lengkdp harus
dilengkapi




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ;’:rr[e:;;:]ar:;ar;; Waktu Qutput
(Hukum) Hukum gkap

4 | Pembuatan Konsep - Surat Permohonan | 10 Cetak Surat
Dokumen Surat Izin - Kelengkapan menit | Izin Riset
Untuk Melaksanakan berkas
Penelitian Dan Riset dan
cetak Surat Izin

5 | Meneruskan Dokumen - Dokumen/ Surat 20 Surat Izin
Surat Keterangan ke Keterangan Menit | Riset di tanda
Back Office tangani
Kepaniteraan Hukum
untuk dilakukan paraf < l
dan penandatanganan

6 | Menyerahkan dokumen/ - dokumen/ Surat 3 Tersimpan
Surat Izin Untuk C): Keterangan Menit | nya arsip dan
Melaksanakan Penelitian penyerahan
Dan Riset kepada dokumen
pemohon pengesahan

kepada
pemohon




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KELAS IB

JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/05/SOP/PTSP.HK/2/2021

Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

Tgl. Revisi 19 Februari 2021

Refisi ke

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

SOP PTSP PERMOHONAN KETERANGAN DATA PERKARA DAN TURUNAN PUTUSAN PERKARA
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Dasar Hukum:
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

1.

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. SK KMA No. 032/KMAJSK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan

10. SK KMA No. 145/KMA/SKNIII2007 tentang Memberlakukan
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan

11. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;

12, SK KMA No. 026/KMAJ/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan;

13. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

2012/DJUISK/PS.01/12/2018

tentang Penetapan  Standar

Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Keterkaitan:
1. SOP Kepaniteraan Hukum

Peringatan
1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
pelayanan prima tidak terwujud
2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
peradilan tidak akan tercapai

Kualifikasi Pelaksana:
1. S1 Semua Jurusan

2. SLTA

Peralatan/Perlengkapan:
1.  Komputer/Laptop
2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. Buku Agenda Surat Masuk
Pencatatan dan Pendataan:

1. Berkas Surat Masuk

2. Buku Register keterangan data perkara dan
turunan putusan perkara yang telah berkekuatan
hukum tetap.

Estimasi Waktu Pelayanan
1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan PPeeﬂrseg:lar:;ar;; Waktu Output
{Hukum) Hukum gKap

1 | Menerima surat - Disposisi surat | 3 Diterimanya
Permohonan keterangan C\, masuk menit | surat oleh
data perkara dan turunan — - Buku Agenda Loket Hukum
putusan perkara yang
telah berkekuatan hukum
tetap

2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 7 Kelengkapan
kelengkapan v a kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan [:I berkas berkas
Permohonan

3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas
Permchonan dinyatakan kelengkapan menit | dinyatakan
lengkap/tidak lengkap / Tidak berkas lengkap

Lengkap

4 | Meneruskan surat - Surat 2 Disposisi
Permohonan ke Back Permohonan menit | berkas
Office Kepaniteraan : - Kelengkapan dilaksanakan
Hukum Lengkap 5 berkas




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan g:ﬂrseyar:ata:; Waktu Output
(Hukum) Hukum nanap
5 | Pembuatan dokumen/ - Dokumen/ 35 Membuat
surat Permohonan surat Menit | dokumen
keterangan data perkara Permohonan
dan turunan putusan keterangan
perkara yang telah data perkara
berkekuatan hukum dan turunan
tetap, dan putusan
penandatangan perkara yang
dokumen telah
berkekuatan
hukum tetap
6 | Menghitung Biaya PNBP - Biaya PNBP 3 Nominal
Permohonan keterangan I__I:' Menit | PNBP yang
data perkara dan turunan . harus dibayar
putusan perkara yang
telah berkekuatan hukum
tetap
7 | Pemohon membayar - Form/Bukti 2 Dibayarnya
Biaya PN BP Pembayaran Menit | PNBP oleh
L PNBP pemochon
8 | Menyerahkan surat - Dokumen/ 5 Tersimpan
Permohonan keterangan surat Menit | nya arsip dan
data perkara dan turunan | | bt penyerahan
putusan perkara yang surat kepada
telah berkekuatan hukum pemohon
tetap kepada pemohon




Nomor SOP W4.U7/06/SOP/PTSP.HK/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl Pembuatan | 1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
15/ JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke VATN
Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disankan Oleh

SOP PTSP PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUAS&.

Dasar Hukum:
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | Keterkaitan:
Elektronik; 1.  SOP Kepaniteraan Hukum

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 | Peringatan
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 peradilan tidak akan tercapai
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Kualifikasi Pelaksana:
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 1. 81 Semua Jurusan
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. SLTA

9. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi | Peralatan/Perlengkapan:

Pengadilan 1. Komputer/Laptop
10. SK KMA No. 145/KMA/SK/VII2007 tentang Memberlakukan 2. Printer
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Lingkungan Badan-Badan Peradilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
11. SK KMA No. 1-144/KMAJ/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan; Pencatatan dan Pendataan:
12. SK KMA No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan 1. Berkas Surat Masuk
Peradilan; 2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa.
13. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan

2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan Ff:ri):iar:;ag;: Waktu Qutput
(Hukum) Hukum gkap

1 | Menerima surat - Disposisi surat | 3 Diterimanya
Permohonan ( AW masuk menit | surat oleh
Pendaftaran Surat Kuasa — - Buku Agenda Loket Hukum

2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 7 Kelengkapan
kelengkapan kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan Ifj 4 berkas berkas
Permchonan
Pendaftaran Surat Kuasa

3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas
Permohonan dinyatakan kelengkapan menit | dinyatakan
lengkap/tidak lengkap / Tidak berkas lengkap

Lengkap

4 | Meneruskan surat - Surat 2 Disposisi
Permohonan ke Back Permohonan menit berkas
Office Kepaniteraan o - Kelengkapan dilaksanakan
Hukum Lengkap o berkas




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan s::;‘:’g_la r:;ar;;: Waktu Output
(Hukum) Hukum giap
5 | Pembuatan dokumen/ - Dokumen/ 35 dokumen
surat Permohonan Surat Kuasa Menit | Surat Kuasa
Pendaftaran Surat
Kuasa, dan
penandatangan
dokumen
6 | Menghitung Biaya PNBP - Biaya PNBP 3 Nominal
Permohonan |:_‘|‘ Menit | PNBP yang
Pendaftaran Surat Kuasa R harus dibayar
7 | Pemohon membayar - Form/Bukti 2 Dibayarnya
Biaya PN BP Pembayaran Menit | PNBP oleh
L PNBP pemohon
8 | Menyerahkan surat - Dokumen/ 5 Tersimpan
Permohonan Surat Kuasa Menit | nya arsip dan
Pendaftaran Surat Kuasa | ( ) penyerahan
kepada pemohon surat kepada
pemohon
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Nomor SOP W4.U7/07/SOP/PTSP.HK/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1 ﬂ r b
/ Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif 7 -@321

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Disahkan Oleh

SOP PTSP PERMOHONAN LEGALISASI SURAT

Dasar Hukum: Keterkaitan:

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 1. SOP Kepaniteraan Hukum
Elektronik;

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan

3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud

4.  UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas

5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai

6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:

7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | Peralatan/Perlengkapan:

| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 1.  Komputer/Laptop
Pengadilan 2. Printer

10. SK KMA No. 145/KMA/SK/VII2007 tentang Memberlakukan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 4. Buku Agenda Surat Masuk

Lingkungan Badan-Badan Peradilan
11. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan | Pencatatan dan Pendataan:

Informasi di Pengadilan; 1. Berkas Surat Masuk

12. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 2. Buku Register Legalisasi Surat.
Peradilan;

13. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan ;’:rl}?a;:‘ar: tan/ Waktu Output
(Hukum) Hukum gobpan

1 | Menerima surat - Disposisi surat | 3 Diterimanya
Permohonan C\‘ masuk menit | surat oleh
pengesahan Legalisasi — - Buku Agenda Loket Hukum
Surat

2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 7 Kelengkapan
kelengkapan A kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan I:I 2 berkas berkas
Permohonan

3 | Persyaratan dokumen - Checklist 3 Berkas
Permohonan dinyatakan kelengkapan menit | dinyatakan
lengkap/tidak lengkap / Tidak berkas lengkap

Lengkap

4 | Meneruskan surat - Surat 2 Disposisi
Permohonan ke Back Permohonan menit | berkas
Office Kepaniteraan - - Kelengkapan dilaksanakan
Hukum Lengkap . berkas
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kasir | Kepaniteraan :::ﬁ;ar:;a:; Waktu Output
(Hukum) Hukum gxap
5 | Pembuatan dokumen/ - Dokumen/ 35 Membuat
surat Permohonan surat Menit | dokumen
pengesahan Legalisasi pengesahan pengesahan
Surat, dan Legalisasi Legalisasi
penandatangan Surat Surat
dokumen
6 | Menghitung Biaya PNBP - Biaya PNBP 3 Nominal
Permohonan I ], Menit | PNBP yang
pengesahan Legalisasi P harus dibayar
Surat
7 | Pemohon membayar - Form/Bukti 2 Dibayarnya
Biaya PN BP Pembayaran Menit | PNBP oleh
PNBP pemohon
8 | Menyerahkan surat - Dokumen/ 5 Tersimpan
pengesahan Legalisasi surat Menit | nya arsip dan
Surat kepada pemohon ( }4 pengesahan penyerahan
Legalisasi surat kepada
Surat pemohon

12




Nomor SOP W4.U7/08/SOP/PTSP.HK/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

i KELAS IB Tgl. Revisi 19 Febwpari 2021
& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke LB A
‘) Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif 2ﬁ Eé}#'ﬂn 2021
il: i ite: pn- kil .go. i - -
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahkan Oleh = DILAN NEGER]
N KELAS IB

SOP PTSP PERMOHONAN INFORMASI DAN MEMBERIKAN INFORMAS] SESUAI SURAT
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1-144,

Dasar Hukum:
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | Keterkaitan:
Elektronik; 1. SOP Kepaniteraan Hukum

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 | Peringatan

tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 peradilan tidak akan tercapai

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Kualifikasi Pelaksana:
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 1. 81 Semua Jurusan

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. SLTA

9. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi | Peralatan/Perlengkapan:

Pengadilan 1. Komputer/Laptop
10. SK KMA No. 145/KMA/SKNIIN2007 tentang Memberlakukan 2. Printer
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Lingkungan Badan-Badan Peradilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
11. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan; Pencatatan dan Pendataan:
12. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 1. Berkas Surat Masuk
Peradilan; 2. Buku Register Legalisasi Surat.
13. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Estimasi Waktu Pelayanan
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1. 90 Menit untuk satu dokumen pelayanan
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum:;
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ;’::;.garl?atar;; Waktu Output
(Hukum) Hukum gxap

1 | Petugas Menerima - Formulir 10 menit | Diterimanya
permohonan informasi D permohonan, permohonan
dan pemohon informasi - Surat permohonan informasi,
mengisi formulir Formulir

informasi

2 | Petugas memberitahu - Data informasi 5menit | Rincian biaya
tentang estimasi biaya v yang diminta dan estimasi
penggandaan dokumen l::' waktu
dan lama waktu penggandaan
penggandaan dokumen,

3 | Penanggung Jawab - Data informasi 30 Dokumen
Informasi menyiapkan yang diminta menit/ tersedia
dokumen yang diminta =]_‘ | sesuai

volume
data

4 | Penanggung Jawab - Data informasi 30 Hasil
Informasi melakukan yang diminta menit/ penggandaan
penggandaan dokumen - Menggandakan sesuai dokumen
informasi dokumen volume

data

13



Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan g:mi;ﬁ;:‘;; Waktu Output
(Hukum) Hukum
5 | Penanggung Jawab - Estimasi biaya 5 Rincian Biaya
Informasi menghitung Menit
jumlah biaya, informasi
dalam bentuk softcopy
tidak dipungut biaya
6 | Petugas memberikan - Form/Bukti 5 Rincian biaya
informasi kepada | le Pembayaran Menit | yang harus
pemohon terkait jumlah - penggandaan dibayar
biaya yang harus dokumen
dibayar
7 | Menyerahkan - Dokumen yang 5 Tersimpan
penyerahan dokumen h 4 diminta Menit | nya arsip dan
informasi kepada ( ) penyerahan
pemohon dokumen
informasi
kepada
pemohon
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Nomor SOP W4.U7/09/SOP/PTSP.HK/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

; KELAS IB Tgl. Revisi 19 Febryari 2021
| JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1 / .
/ Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tal :
i b : . gl. Efektif 23’Fe
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahkan Oleh - ADILAN NEGERI

KELAS IB

)., .

p. 19720311 199603 2 002

SOP PTSP PERMOHONAN INFORMASI KEPADA PIMPINAN ATAU PEGAWA;;%B_IE‘NTU APABILA
DIPERLUKAN UNTUK MENYEDIAKAN INFORMASI YANG DIMINT MOHON

Dasar Hukum:
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | Keterkaitan:

Elektronik; 1.  SOP Kepaniteraan Hukum

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 | Peringatan

tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik; pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 peradilan tidak akan tercapai

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Kualifikasi Pelaksana:
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 1. 81 Semua Jurusan

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. SLTA

9. SK KMA No. 032/KMAJ/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi | Peralatan/Perlengkapan:

Pengadilan 1.  Komputer/Laptop
10. SK KMA No. 145/KMA/SKAII/2007 tentang Memberlakukan 2. Printer
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Lingkungan Badan-Badan Peradilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
11. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan | Pencatatan dan Pendataan:
Informasi di Pengadilan; 1. Berkas Surat Masuk
12. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 2. Buku Register informasi kepada pimpinan atau
Peradilan; pegawai tertentu apabila diperlukan untuk
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor menyediakan informasi yang diminta pemohon.

2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan | Estimasi Waktu Pelayanan

Yang Di Lingkungan Peradilan Umum; 1. 90 Menit untuk satu dokumen pelayanan
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ;’::;Lar:;ag; Waktu Output
(Hukum) Hukum gkap
1 | Menerima surat - Disposisi surat 5 Diterimanya

permohonan informasi CD‘ masuk menit | surat oleh
kepada pimpinan atau M - Buku Agenda Loket Hukum
pegawai tertentu apabila
diperlukan untuk
menyediakan informasi
yang diminta pemohon

2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 5 Kelengkapan
kelengkapan v A kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan dokumen ‘::I dokumen dokumen
permohonan

3 | Persyaratan dokumen X - Checklist 5 dokumen Jika
permchonan dinyatakan kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
lengkap/tidak lengkap / Tidak berkas lengkap tidak lengkap,

Lengkap harus
dilengkapi
Lergkap
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan 'I:ee?'yar:tan! Waktu Output
(Hukum) Hukum engrapan

4 | Meneruskan surat - Surat Permohonan | 30 Dokumen
permohonan informasi - Kelengkapan menit | tersedia
tertentu untuk berkas
menyediakan informasi
yang diminta pemohon
ke Back Office
Kepaniteraan Hukum

5 | Pembuatan dokumen/ - Dokumen/ surat 30 Dokumen
informasi yang diminta pengesahan Menit | tersedia

]

6 | Menghitung Biaya - Form/Bukti 10 Nominal
permohonan informasi I__L Pembayaran Menit | biaya yang
yang diminta pemohon - penggandaan harus dibayar

dokumen informasi

7 | Menyerahkan informasi - Dokumen/ 5 Tersimpan
yang diminta pemohon 3 informasi yang Menit | nya arsip dan

( ) diminta penyerahan
dokumen
pengesahan
kepada
pemohon
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Nomor SOP W4.U7/10/SOP/PTSP.HK/2/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021

& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke
1 Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043 Tgl. Efektif

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahkan Oh

SOP PTSP INFORMASI JADWAL PERSIDANGAN SETIAP HARI KEPADA PARA PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN.

Dasar Hukum:
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | Keterkaitan:
Elektronik; 1. SOP Kepaniteraan Hukum

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 | Peringatan
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; pelayanan prima tidak terwujud
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas
6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 peradilan tidak akan tercapai
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Kualifikasi Pelaksana:
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 1. 81 Semua Jurusan
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. SLTA

9. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi | Peralatan/Perlengkapan:

Pengadilan 1. Komputer/Laptop
10. SK KMA No. 145/KMA/SKNVIII2007 tentang Memberlakukan 2. Printer
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Lingkungan Badan-Badan Peradilan 4. Buku Agenda Surat Masuk
11. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan | Pencatatan dan Pendataan:
Informasi di Pengadilan; 1. Berkas Surat Masuk
12. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 2. TV Media Center
Peradilan;
13. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 1. 30 Menit untuk satu dokumen pelayanan

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Majelis poreyaratan! | Waktu | Output
(Hukum) Hakim gkap
1 | Petugas menerima - Para pahak yang 2 Buku tamu
pemohon informasi berkepentingan menit | terisi
@ dengan
persidangan
- Buku tamu

2 | Petugas mengarahkan - TV Media Center 1 TV Media
pemohon informasi . telah aktif menit | center
untuk melihat jadwal l:j menampilkan
sidang pada TV Media jadwal sidang
center yang telah di
sediakan

3 | Petugas mencatat data - Daftar lapor 2 Buku daftar
pemohon informasi atau k persidangan menit | lapor
pihak yang melapor persidangan
terkait dengan
persidangan,
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Majelis porsyaratan/ | waktu | Output
(Hukum) Hakim gKkap

4 | Meneruskan data pihak - Daftar lapor 5 Buku daftar
yang melapor untuk persidangan menit | lapor
sidang kepada Panitera persidangan
Pengganti, selanjutnya
panitera pengganti
melaporkan kepada _,l___l
majelis hakim bahwa
para pihak telah hadir

5 | Penyusunan agenda - Agenda 10 Jadwal
jadwal sidang oleh persidangan Menit | persidangan
majelis hakim dan PP

v

6 | Petugas memberikan - Agenda ] Jadwal
informasi tentang P persidangan Menit persidangan
perkiraan waktu E_F
dimulainya persidangan

7 | Petugas memberikan - Agenda 5 Jadwal
informasi kepada pihak v persidangan Menit | persidangan
untuk menunggu di ( )
ruang persidangan
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PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KELAS IB

=8 1. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762)20043
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/11/SOP/PTSP.HK/2/2021

Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

Tal. Revisi 19 Februari 2021

Refisi ke 1-/\

Tgl. Efektif 2} Febfymri 2021

Disahkan Oleh 7OAPENGADILAN NEGERI

S M.H

199603 2 002

AW/

NIP\ 19720311

SOP PTSP PENANGANAN PENGADUANISIWAS-MARI/U

Dasar Hukum: Keterkaitan:
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 1. SOP Kepaniteraan Hukum
Elektronik;
2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik; Peringatan
3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas
5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai
6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:
7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. 81 Semua Jurusan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. SK KMA No. 032/KMA/SKI/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | Peralatan/Perlengkapan:
| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 1. Komputer/Laptop
Pengadilan 2. Printer
10. SK KMA No. 145/KMA/SK/VII2007 tentang Memberiakukan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 4. Buku Agenda Surat Masuk
Lingkungan Badan-Badan Peradilan Pencatatan dan Pendataan:
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1. Berkas Surat Masuk
076/KMA/SKNVI/2009  tentang Pedoman Pelaksanaan 2. TV Media Center
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 3. Aplikasi Siwas Bawas MA RI
12. SK KMA No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan; Estimasi Waktu Pelayanan
13. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan
Peradilan;
14. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/12/2018  tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;
Pelaksana Mutu Baku
Ne Aktivitas :;g‘g‘: Back Office Persyaratan / Wiktu Outout Ket
(Hukum) Pimpinan Perlengkapan A Wi
1 | Petugas menerima - Register 5 Register
pengaduan Pengaduan menit | Pengaduan
D telah diisi
2 | Pihak yang mengadukan v - Formulir 5 Formulir
mengisi formulir :l Pengaduan menit | Pengaduan
pengaduan, telah diisi
3 | Petugas Pengaduan - Aplikasi Siwas 15 Aplikasi
memasukkan data - Disposisi Surat menit | siwas telah di
pengaduan kedalam Masuk entri dan
aplikasi Siwas Bawas Diposisi surat
MA Rl dan masuk
Mengagendakan
pengaduan kedalam
register pengaduan
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas :;.'}g,t Back Office Persyaratan / Waktu Output Ket
(Hukum) Pimpinan Perlengkapan

4 | Petugas Meneruskan - Disposisi Surat 15 Disposisi
surat pengaduan Masuk menit | surat masuk
keketua untuk
didisposisi

5 | Tindak lanjut pengaduan - Agenda Menye | Tindak lanjut
oleh Pimpinan persidangan suaian | pengaduan

jenis
A4 penga
]

6 | Petugas memberikan - Agenda 15 Prosedur
informasi kepada pihak persidangan Menit | pengaduan
yang mengadukan E_l‘ talah
bahwa akan segera di : :
tindaklanjuti dengan d'paha.:"k
menjelaskan estimasi oleh piha
waktu penanganan pengadu
pengaduan

7 | Petugas memberikan - Agenda 5 Bukti
bukti pengaduan kepada h 4 persidangan Menit | pengaduan

pihak pengadu.
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Nomor SOP W4.U7/12/SOP/PTSP.HK/III/1/2021

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG | Tgl. Pembuatan | 1 Maret 2018

Y KELAS IB Tgl. Revisi 19 Februari 2021
=& JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Kab. Kampar | Refisi ke 1
4 Propinsi Riau Teiepcn!Faximile (0762}20043 Tgl. Efektif 2{F¥P{Uaﬁ 2021
email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Disahkar Ok i TSADILAN NEGERI

SOP PTSP LAYANAN-LAYANAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FELA{ANAN JASA HUKUM

Dasar Hukum: Keterkaitan:

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 1. SOP Kepaniteraan Hukum
Elektronik;

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peringatan

3. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 1. Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pelayanan prima tidak terwujud

4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Jika S.0.P ini tidak dilaksanakan maka asas

5. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peradilan tidak akan tercapai

6. UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Kualifikasi Pelaksana:

7. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. S1 Semua Jurusan

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 2. SLTA

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. SK KMA No. 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku | Peralatan/Perlengkapan:

| Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 1.  Komputer/Laptop
Pengadilan 2. Printer

10. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIIN2007 tentang Memberlakukan 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawa san Di 4. Buku Agenda Surat Masuk

Lingkungan Badan-Badan Peradilan
11. SK KMA No. 1-144/KMAJI/2011 tentang Pedoman Pelayanan | Pencatatan dan Pendataan:

Informasi di Pengadilan; 1. Berkas Surat Masuk
12. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 2. Buku Register layanan lain
Peradilan;
13. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja | Estimasi Waktu Pelayanan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 1. 60 Menit untuk satu dokumen pelayanan

14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJUISK/IPS.01/12/2018  tentang Penetapan  Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan
Yang Di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan ;:ﬂrse):‘ar:;ar;; Waktu Qutput
(Hukum) Hukum Hnap

1 | Menerima surat - Disposisi surat 5 Diterimanya
permohonan |ayanan- D‘ masuk menit | surat oleh
layanan lain i - Buku Agenda Loket Hukum

2 | Melakukan Verifikasi - Checklist 5 Kelengkapan
kelengkapan v A kelengkapan menit | persyaratan
persyaratan dokumen dokumen dokumen
permohonan [J

3 | Persyaratan dokumen - Checklist 5 dokumen Jika
permohonan dinyatakan kelengkapan menit | dinyatakan persyaratan
lengkap/tidak lengkap Tidak berkas lengkap tidak lengkap,

Leng Lengkap harus
dilengkapi
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Loket Back Office Ket
PTSP Kepaniteraan 5::?%?:;:2; Waktu Output
(Hukum) Hukum

4 | Meneruskan surat - Surat Permohonan | 30 Dokumen
permohona layanan lain - Kelengkapan menit | tersedia
yang diminta pemohon berkas
ke Back Office
Kepaniteraan Hukum _.I____I

5 | Pembuatan dokumen/ - Dokumen/ surat 30 Dokumen
informasi yang diminta pengesahan Menit | tersedia

]

6 | Menghitung Biaya - Form/Bukti 10 Nominal
permchonan informasi | | Pembayaran Menit | biaya yang
yang diminta pemohon ] penggandaan harus dibayar

dokumen informasi

7 | Menyerahkan informasi - Dokumen/ 5 Tersimpan
yang diminta pemohon CL) informasi yang Menit | nya arsip dan

diminta penyerahan
dokumen
pengesahan
kepada
pemohon
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